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Untuk sementara, ter-
| sangka Ni Kadek W asal
| Banjar Jumpayah, Meng-

b | suaminya. Pelimpahan
| akan dilanjutkan setelah
It rs:fgka melahirkan.

“Memang tersangka tidak
pernah ditahan. Sekarang
dititipkan di suaminya
sampai melahirkan,” lanjut
mantan Kapolrpﬁta De?
pasar|ini.
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han ;tahap %
penyelewengan dana. ;
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dari penyl in

Bali ke Kejati Bali rencananya akan
abu (3/8)|sekitar pukul
. Namun s ptelah dilaku-

kan dengan alasan ke
Kabid Homas Rold

hamil tua dengap usia k

. “Setelah ka 1k ordin:
dengan Kgjati Bali,
menunda pelimpahan d

: [I<amig,
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sepakaf supaya pellmpahanl i}
dltunda sampai tersangka mel £
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Kadek W} yang menjabat sebagai staf
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sih tahap ldam proses meleng-
api Be ansaan(BAP)
a, Modus pe-
dllakukan
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Penuntut Umum (JPU) dalam sndang yang d
\ Peh dilan Tipikdr Denpasar, Rabu (3/8). Tuntutan
ini langsung ditanggapi dengan komentar pedas

i kuasa hukuny terdakwa, Ahmah Hadiyada ‘
Méde Suardika. '
‘ Dhlam tuntutan yang dibacakan {PU Rika dlkk di
1 majelis m pimpinan Gede Hariyadi me-
terdakwq Bawa terbukti bersalah me
th pidanabru sis asal 2 UU Tipikorj
| ‘55 1)]opdsal 4ayat|(1 Setelahlhembé

3 dla]ulhn ]PU terlaly bera i kasus ini bE?:g
. kasus korupsi mel gketa kepemilikan | gii
| Apalagi terdakwa Made Bawa bukan $eorang pejabat

melainkan hanya pétani biasa. “Tuntutan jaksa terlalu
a bukan terr masuk korups;,

rena tid d
terdak Y ujar Su
utan berat ennyé de
i gara]asen iRp3,7 mnl
un penjara.

kan, kasus ini berawal saat
lahan di Desa Keramas, Gianyar
tra. Di lokasi ini, rsangka
1.200m2 sudah.

m (P BahseharngpSOjutadan
sruﬁkamyasudahd_ma ndiBPN Gianyar.
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% Kasus Dana Punia, Mantan

Terdakwa me-
nyalahgunakan
kewenangannya,
yakni tidak me-

nygtorkan uang -

dana punia dari
mahasiswa baru ke
Penerimaanh Negara
Buk%n Pajak.

JENPASAR, NusaBali
Setelah mantan Rektor IHDN
Institut Hihdu Dharma Neg-
ri) Denpasar, Prof Made Titib
ivonis 1 tahun penjara, kini
iliran mantan Kaliro Umum, Dr
raptini yang dijatuhi hukuman
tahun pedjara dalam kasus
orupsidanajpunia di Pengadilan
ipikor Denpasar Rabu (3/8).
sal divonis, sambil menangis
raptini menegaskan akan men-
mpuh upaya hukym banding.
Dalam amar putusan yang
ibacakan majelis Faklm pimpi-

an Dewa Suarditha menyatakan
:rdakwa terbuktil menyalahgu-
akan kewehangannya sebagai
abiro Umym. Praptini tidak
enyetorkah uang dana punia
ang dipungut dafi mahasiswa
aru ke PNBP (Penerimaan
egara Bukan Pajgk).

_ Hakim juga menyebut IHDN

mﬁ,

TERDAHK
Denpasar, Rabu (3/8).

bukan embagayang berwenang
mengelola dana dunia, seb-
agaimana tertuang dalam kitab
Manawp Dharma Sastra. Dengan
pertimbangan tersebut, majelis
hakim menilai unsur pasal 3 UU
Tipikot sebagai dakwaan sub-
sider sudah terpenuhi.

Setelah mempertimbangkan
hal memberatkan yaitu tidak
mendukung upaya pemerintah
dalam pemberantasan korupsi
dan. suydah pernah dihukum
dalam kasus yang sama, serta
hal mefingankan terdakwa tu-
lang plinggung keluarga dan
tidak menikmati hasil korupsi,
majeli§ hakim langsung mem-
bacakah putusan. “Menjatuhkan
hukuman pidana penjara selama
dua talun kepada terdakwa dit-
ambah enda Rp 50 juta subsider

. NUSABALI/VUDA

WA, Praptini tertunduk usai jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor

duabulan pemar; " tegas majelis

hakim dalam putusan.

Usai pembacaan putusan,
Praptiniyang diminta tanggapan
soal putusan langsung menangis.
Dengan suara terbata-bata ia
menyatakan jika dirinya be-
lum mendapatkan keadilan dan
merasa dizalimi oleh IHDN Den-
pasar. la menegaskan akan men-
empuh upaya hukum lain, yaitu
banding atas putusan majelis
hakim.

Dltambahkannya saat di-
tugaskan di IHDN Denpasar
sebagai Kabiro Umum, Praptini
diminta melakukan perubahan
ke hal yang lebih baik. “Saya
ditugaskan di IHDN untuk mem-
benahi, bukan merusak,” pung-
kasnya dengan berlinang air
mata. Sementara]aksa Penuntut

Umum (JPU), Gede Aiftana dkk
menyatakan pikir-pikir atas
putusan majelis halim yang
menjatuhkan hukuman jauh
dibanding tuntutan sebelumnya,
yaitu 4 tahun penjara. |
Vonis bersalah darfi majelis
hakim Pengadilan Tipjkor Den-
pasar ini merupakdn vonis
[ kedua yang diterima Praptin|.
Sebelumnya, Praptini j uga din-
yatakan bersalah mélakukan
korupsi barang dan jdsa IHDN
Denpasar dan dijatuhi huku-
man 7,5 tahun penjaralbersama
mantan Rektor Prof Titib (2,5
tahun] Drs I Nyoman Suweca
(staf[HDN] diganjar hykuman 2
‘ tahun serta dua rekanan, yaitu
J Ir Wayan Sudiasa dar{f Ni Putu
Indra Martin ST yang Hihukum
2 tahun penjara.
‘ Dalam dakwaan disebutkan
kasus yang menjerat| mantan
| Kabiro Umum, Praptjniyaitu
kasus pungutan liar dflam ben-
| tuk dana punia terhadap calon
mahasiswa baru pada IHDN
Denpasar tahun 2011-2012.
Awalnya, Prof Titih) sebagai
rektor (berkas terpisah) dan
Praptini sebagai Kabijo Umum
mengeluarkan biaya SDPP (Sum-
bangan Dana Penunjang Pendidi-
kan) bagi calon mahasiswa baru
dan mengalihkan selisih pengu-
rangan biaya SDPP ters¢but men-
| jadi biaya dana punid. Namun
mereka tidak mencantumkan SK
% penetapan PNBP, yang berakibat

tidak disetornya dana punia ke
kas negara oleh bendahara.

Selanjutnya Prof Titib selaky
rektor menerbitkan SK tentang
pembentukan panitia peneri-
maan mahasiwa baru tahun
2011. Kemudian melanjutkan
rapat antara pimpinan den-
gan panitia, yakni soal teknis
pelaksana kegiatan, Terda-
kwa Praptini menyampaikan
pendapat bahwa kampus [HDN
saat itu banyak kegiatan ke-
agamaan seperti ngayah. Ke-
giatan itu memerlukan dana,
sedangkan dana yang tersedia
di IHDN tidak mencukupi. Dan-
Praptini mengatakan, uang SPP,
SDPP dan uang pendaftaran
harus masuk kas negara. Dan
jika seluruhnya disetor, maka
Kegiatan untuk ibadah tidak
akan berjalan lancar. Untuklitu,
Praptini usul supaya uang SDPP
dikurangi dan mahasiswa baru
dikenakan uang dana punia.
Yakni untuk S1 Rp 1 juta, D3
Rp 800 ribu, S1 dari D3 Rp 200
ribu dan S1 dari D2 sebesar Rp
500 ribu.

Untuk meyakinkan, Praptini
mengatakan telah dikonsulta-
sikan dan mendapat izin dari
kementerian agama. Dari dana
punia inilah didapat dana Rp
752.834.939 yang tidak bisa
t dipertanggungjawabkan. & rez

ini Nyatakan banding

Kabiro Umum IHDN Divonis 2 Tahun
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